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BAB IV 

Penutup 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi penerapan 

Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib terhadap 

penyalahgunaan kewenangan DPR RI, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 lahir sebagai upaya 

DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pejabat negara pasca uji 

kelayakan dan kepatutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga 

akuntabilitas dan integritas pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat 

paripurna. Namun secara yuridis, pengaturan evaluasi berkala tersebut tidak 

memiliki dasar atribusi maupun delegasi yang jelas dari UUD 1945 maupun 

UU MD3. Tata tertib DPR sebagai peraturan internal tidak termasuk dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga penambahan kewenangan 

evaluatif terhadap pejabat negara berpotensi melampaui kewenangan 

konstitusional DPR dan bertentangan dengan prinsip legalitas. 

2. Penerapan Penerapan Pasal 228 ayat (1) berimplikasi pada terbukanya potensi 

penyalahgunaan kewenangan DPR RI serta terganggunya prinsip checks and 

balances, yaitu prinsip keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga 
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negara. Ketentuan evaluasi yang bersifat mengikat tanpa parameter dan 

mekanisme prosedural yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum serta 

membuka ruang intervensi politik DPR RI terhadap lembaga eksekutif, 

yudikatif, dan lembaga independen. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan 

independensi pejabat negara dan mendorong dominasi fungsi legislatif yang 

melampaui batas pengawasan konstitusionalnya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pengaturan evaluasi pejabat negara oleh DPR RI yang saat ini dilaksanakan 

berdasarkan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 

1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD, perlu diperjelas melalui peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan DPR RI. Pengaturan 

tersebut harus memuat batasan kewenangan, standar evaluasi yang objektif, 

serta jaminan perlindungan terhadap independensi lembaga negara. 

2. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan 

proporsionalitas. Evaluasi pejabat negara sebaiknya dilakukan secara 

transparan, akuntabel, dan bersifat rekomendatif, serta disertai mekanisme 

pengawasan publik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga 

keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  
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